
 

 

KINERJA INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN 

PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MUARO JAMBI 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  

dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah 

 

 

 

 

 

Oleh: 

MUHLISO YOLIANTI 

NIM: 105180069 

 

Pembimbing : 

Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H 

Wenny Dastina, M. Si 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  

JAMBI 

1444 H / 2022 M 

  



 
  

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

iii 

 

MOTTO 

لِمِ ٱلۡغيَۡبِ  ُ عَمَلكَُمۡ وَرَسُولهُُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنوُنََۖ وَسَترَُدُّونَ إِلىَٰ عَٰ وَقلُِ ٱعۡمَلوُاْ فسََيَرَى ٱللَّه

دةَِ فيَنُبَ ئِكُُم بمَِا كُنتمُۡ تعَۡمَلوُنَ   هَٰ   ١٠٥وَٱلشه

Artinya : Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S At-Taubah: 105) 
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ABSTRAK 

 

Nama : Muhliso Yolianti 

Nim : 105180069 

Judul : Kinerja inspektorat daerah dalam pengawasan pengelolaan dana  

  desa di kabupaten muaro jambi.   

Abstrak: Skripsi ini bertjuan untuk  mendeskripsikan mengetahui (1) kinerja 

inspektorat daerah dalam pengawasan pengelolaan dana desa , (2) faktor-faktor 

penghambat kinerja inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan dana desa di 

kabupaten muaro jambi. Skripsi ini mengunakan metode penelitian kualitatif 

melalui pendekatan deskriftif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah, Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: kinerja inspektorat Kabupaten 

Muaro Jambi secara kuantitas pada pelaksanaan pemeriksaan sudah mencapai 

target bahkan melebihi dari target yang di perkirakan, begitu juga dalam hal tindak 

lanjut hasil pemeriksaan pihak ekstrenal sudah mencapai target, kriteria kualitas 

mengambarkan Inspektorat belum mencapai mutu yang diharapkan dimana level 

APIP masih di  Level 2 dan kriteria ketepatan waktu mengambarkan Inspektorat 

belum tepat waktu dalam menyelesaikan LHP. Adapun Faktor-faktor yang 

menghambat kinerja Inspektorat adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia, 

sarana dan prasaranan yang belum memadai, ketersediaan anggaran, dan belum 

adanya pemberian reward. 

Kata Kunci: Kinerja, Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, Pengawasan 

Dana Desa 
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ABSTRACT 

 

Name : Muhliso Yolianti 

Nim : 105180069 

Title : The performance of the regional inspectorate in supervising the  

management of funds village in Muaro Jambi district. 

Abstract: This thesis aims to describe (1) the performance of the regional 

inspectorate in supervising the management of village funds, (2) the inhibiting 

factors for the performance of the regional inspectorate in supervising village funds 

in Muaro Jambi district. This thesis uses qualitative research methods through a 

descriptive approach with data collection techniques used are observation, 

interviews, and documentation. Based on the research conducted, the following 

conclusions can be drawn: the performance of the inspectorate of Muaro Jambi 

Regency in terms of quantity in the implementation of the inspection has reached 

the target and even exceeded the estimated target, as well as in the case of follow-

up results of external parties' inspections have reached the target, the quality criteria 

indicate that the Inspectorate has not reached the expected quality where the APIP 

level is still at Level 2 and the timeliness criteria indicate that the Inspectorate has 

not completed the LHP on time. The factors that impede the Inspectorate's 

performance are the limited number of human resources, inadequate facilities and 

infrastructure, budget availability, and the absence of rewards. 

Keywords: Performance, Muaro Jambi District Inspectorate, Supervision of 

Village Funds 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD 

dalam melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah, hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang 

pemerintah Daerah.1 Selanjutnya Badan Pengawasan Daerah disebut Inspektorat 

Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota merupakan pengawasan 

daerah yang dipimpin oleh inspektur, dimana dalam tugasnya bertanggung jawab 

langsung kepada Gubernur, Bupati, ataupun Wali Kota. Pada hakikatnya, 

inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang memiliki 

tugas melakukan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya 

yang diberikan kepala daerah. Inspektorat dianggap sebagai tangan kanan kepala 

daerah yang lebih dulu melakukan fungsi pengawasan sebelum pemeriksaan 

eksternal dilakukan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta 

penyalahgunaaan wewenang dalam penyeenggaraan pemerintahan, maka dari itu 

di setiap institusi pemerintah di bentuk lembaga pengawas inernal pemerintah yang 

secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan. Pengawasan atau 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di lakukan oleh inspektorat yang mana 

bertujuan untuk meningkatkan pendayagunaan Aparatur Negara dalam melakukan 

tugastugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya 

pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). 

                                                             
1 Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tetang Pemerintah Daerah 
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Pemerintah indonesia saat ini terus mengupayahkan peningkatan 

pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan yang meliputi 

keseluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara agar proses pembangunan 

nasional dan proses pembangunan daerah di desa dan kota semakin seimbang. 

Akan tetapi pembangunan nasional di indonesia masih dihadapkan dengan 

masalah-masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara 

daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah 

membuat strategi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan daerah yaitu 

dengan cara melakukan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar 

terhadap pembangunan di daerah pedesaan. 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka 

otonomi daerah menjadi luas, dimana desa diberi keleluasaan untuk mengatur 

kewenangannya sendiri, hal ini sesuai dalam pasal 18 yang berbunyi “kewenangan 

desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan adat istiadat Desa”.2 Maka dari itu desa memiliki peran penting dalam 

pembangunan nasional secara luas. Sehingga pembangunan desa menjadi prioritas 

utama keberhasilan pembangunan nasional, hal ini tidak terlepas tentunya dari 

pemerintah desa yang melaksanakan secara baik dan patuh terhadap aturan. 

                                                             
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
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UU Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP N0. 60 

tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sudah memberikan pondasi dasar 

tentang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. 

Dalam ketetapan pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah dijelaskan bahwa Insektorat Daerah memiliki tugas untuk 

membantu kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh 

perangkat Daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 35 Tahun 2018, 

Apip merupakan inspektorat jenderal kementrerian, unit pengawasan lembaga 

pemerintah nonkementrian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah 

kabupaten/kota yang ditugaskan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, termasuk desa.Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah 

bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah, karena hal itu 

sudah menjadi tugas dari inspektorat untuk mengawasi dana Desa.3 

Proses pengawasan dana desa dilakukan untuk menjamin supaya 

pemerintahan desa berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan yang telah 

ditentukan. Pengawasan dana desa ini dilakukan oleh Inspektorat dengan tujuan 

                                                             
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal (216) 
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agara setiap anggaran dan desa yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan 

semaksimal mungkin dan tidak ada  penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa 

ataupun oknum tertentu dalam perangkat desa. Inspektorat Kabupaten/Kota 

merupakan suatu lembaga pengawas lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat 

daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan 

pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyeenggrakan pemerintahan di 

daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat menjadi pilar yang 

mempunyai tugas dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat daerah alam 

melakukan fungsi pengawasan Inspektorat berjalan secara maksimal, diperlukan 

adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat  Daerah demi 

optimalisasi tugas serta tanggung jawab. 

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu dari 11 kabupaten yang ada 

di Provinsi Jambi yang menerima Dana Desa. Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 

11 Kecamatan dan 150 desa setiap kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda-

beda. Untuk itu besaran jumlah dana desa di setiap kecamatan yang ada di 

kabupaten muaro jambi pun berbeda. 

Berikut ini adalah tabel rincian dana desa di Kabupaten Muaro Jambi pada 

tahun 2021: 

Tabel 1.1  Alokasi Dana Desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 

No Kecamatan Jumlah Desa Alokasi  per kecamatan 

1 Taman Rajo 10 7.947.480.000 

2 Bahar Selatan 10 7.043.129.000 

3 Mestong 14 10.940.555.000 
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4 Bahar Utara 11 7.561.660.000 

5 Sekernan 15 12.643.928.000 

6 Maro Sebo 11 8.151.108.000 

7 Sungai Gelam 15 13.609.120.000 

8 Kumpeh 16 13.533.347.000 

9 Jambi Luar Kota 19 16.101.590.000 

10 Kumpeh Ulu 18 14.534.047.000 

11 Sungai Bahar 11 8.908.416.000 

    150 121.016.206.000 

Sumber: Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 

Dari 150 Desa yang ada di kabupaten Muaro Jambi ada beberapa desa yang 

masih kurang dalam emenuhi laporan pemeriksaan dari Inspektorat selain itu 

banyak ditemukannya laporan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Berikut adalah daftar beberapa desa yang tidak memenuhi peeriksaan oleh 

inspektorat : 

Tabel 2 :Daftar Desa Yang Tidak Memenuhi Pemeriksaan Oleh Inspektorat 

No Kecamatan Desa Dana Desa 

1 Bahar Utara Markanding 802.913.000 

2 kumpe Ulu Ramin 755.544.000 

3 kumpe Ulu Sipin Teluk Duren 782.974.000 

4 Sekernan Pulau Kayu Aro 970.-94.000 

5 Sungai Gelam kebon IX 194.880.000 

6 Sungai Gelam Ladang Panjang 35.479.000 

7 Sungai Gelam Parit 798.267.000 

8 Jaluko Rengas Bandung 717.443.000 

9 Jaluko Mendalo Laut 938.790.000 

      Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 

Sebelum bermasalah dan ditangani oleh aparat hukum, inspektorat Daerah 

berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan. Apabila ada desa 

yang tidak tertib maka disarankan untuk memperbaiki administrasi laporan namun 

apabila ada indikasi penyelewengan dana diwajibkan untuk mengembalikkan 
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sejumlah uang karena secara administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka 

harus taat. 

Temuan penyimpangan dana desa tersebut bersifat administrasi  dan 

pembangunan fisik, temuan penyimpangan dana desa dari segi administrasi 

mayoritas mengenai pajak yang tidak dibayar, temuan penyimpangan dana desa 

dari segi pembangunan fisik antara lain adanya pembangunan fisik tidak sesuai 

rencana, namun anggaran dana desa tersebut dilaporkan tetap habis. Hasil 

pemeriksaan dana desa di Muaro Jambi Oleh Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 

menetapkan tiga kecamatan masuk zona merah, hal ini disebabkan desa-desa 

tersebut melakukan penyimpangan pengelolaan dana desa setiap tahun.4  

Untuk itu berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian mengenai pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa 

dengan judul, “Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan 

Dana Desa Di Kabupaten Muaro Jambi ” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah penulis jelaskan 

sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                             
4 Yudi,Dkk. 2021. Pelatihan Pengawasan Dana Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro 

Jambi. Jurnal Inovasi, Tekonologi, Dan Dharma Bagi Masyarakat (Jitdm), Volume 3, Nomor 2, 

September. Hal 65 
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1. Bagaimana kinerja inspektorat daerah dalam Pengawasan Dana Desa di 

Kabupaten Muaro Jambi? 

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat kinerja Inspektorat Daerah 

dalam melakukan pengawasan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi? 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang bisa 

menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang 

telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini 

hanya membahas pada kinerja Inspektorat Daerah dalam pengawasan dana desa di 

Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021. 

D. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui kinerja Inspektorat Daerah dalam pengawasan 

pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja 

Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di 

Kabupaten Muaro Jambi. 

2. Manfaat penelitian 

Penelitian mengenai Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan 

Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi, ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat, sebagai berikut: 
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a. Secara Teoritis 

Menambah wawasan bagi akademisi serta membuka pengetahuan dan 

pemahan baru bagi peneliti lain tentang kinerja Inspektorat Daerah 

dalam pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Muaro Jambi. 

b. Secara praktis 

1. Bagi perguruan tinggi, sebagai bentuk kontribusi dari penulis untuk 

menambah khazanah keilm uan dan karya ilmiah perpustakaan UIN 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ataupun perpustakaan Fakultas 

Syari’ah tentang kinerja Inspektorat Daerah dalam Pengawasan 

Dana Desa Di kabupaten Muaro Jambi. 

2. Bagi Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi acuan bagi Inspektorat daerah sebagai masukan dan 

pertimbangan terhadap peningkatan kinerja aparatur Inspektorat 

Kabupaten Muaro Jambi dalam pengawasan Dana Desa agar sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan.  

E. Tinjauan Pustaka (literatur review) 

Tinjauan pustaka adalah uraian tentang teori yang digunakan untuk 

memperjelas masalah penelitian dan menjadi landasan teori dalam penelitian.5 

Untuk sumber referensi serta perbandingan dalam penelitian, penulis 

mengkaji penelitian terdahulu oleh : 

1. Penelitian oleh Noor Gemilang Siradja, dengan Judul “Analisis 

Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Kinerja Badan 

                                                             
5 Pedoman Skripsi Ilmu Sosial 2020 



9 
 

 

Kepegawaian Daerah Kota Baubau”. Fokus penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota 

Baubau sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah terhadap 

pencapaian kinerja BKD Kota Baubau sebagai lembaga kepegawaian 

daerah dan apa yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan 

yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau. Motode penelitian ini 

adalah deskriftif kualitatiff.6 

2. Faizal Bakri dengan judul “Pengawasan Lembaga Inspektorat Daerah 

Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Malang”.  Jenis 

penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis 

sosiologis. Adapun fokus dalam penelitian yang pertama pengawasan 

yang dilakukan oleh inspektorat untuk menciptakan good government 

dan menghindari dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dan yang kedua 

faktor penghambat pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daearah 

Kabupaten Malang. 7 

3. Bambang Pristiyanto dengan Judul “Analisis Kinerja Aparatur 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Dalam Melaksanakan 

Tugas Pokok dan Fungsi (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten 

Kutai Timur). Penelitian inni menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode wawancara. Fokus penelitian ini untu mengetahui dan 

                                                             
6 Noor Gemilang Siradja “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap 

Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau”, Skripsi, Kota Makassar: Universitas 

Hasanuddin Makassar, 2015 
7 Faizal Bakri “pengawasan Lembaga Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana 

Desa Di Kabupaten Malang (Studi Di Inspektorat Kabupaten Malang”, Skripsi, Kota Malang: 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2019. 
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memahami bagaimana kinerja aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten 

Kutai Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur di Inspektorat 

Daerah Kabupaten Kutai Timur belum efektif dikarenakan kualitas 

sumber daya aparatur masih rendah dan penyelesaian kasus yang tidak 

tepat waktu.8 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya walaupun sama-sama meneliti 

tentang pengawasan namun berbeda fokus penelitian dan juga berbeda dalam lokasi 

penelitian. Dimana penelitian yang penulis lakukan yaitu berfokus bagaimana 

Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di 

Kabupaten Muaro Jambi.  

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan pengembangan ilmu pengetahuan, sarana, 

seni, dan teknologi. Proses penelitian merupakan suatu penyidikan sebuah 

fenomena sosial permasalahan anusia yang disebut metode penelitian.9 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muaro 

Jambi. Di mana fokus penelitian yaitu pada kantor Inspektorat Kabupaten 

Muaro Jambi yang beralamat di komplek perkantoran Bukit cinto kenang 

Jl. Lintas Timur Km 26 Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan 

                                                             
8 Bambang Pristiyanto, “Analisis Kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai 

Timur Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi (Studi Pada Kantor Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kutai Timur)” Skripsi, Kota Malang: Universitas Islam Malang, 2020 
9 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet ke-5, (Jakarta SinarGrafika, 2014), Hlm.17 
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lokasi ini berdasarkan pertimbangan bagaimana kinerja Inspektorat daerah 

dalam pengawasan Pengelolaan dana desa di Kabupaten Muaro Jambi. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

deskriftif dengan metode penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan 

tentang kinerja Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pengelolaan Dana 

Desa Di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan jenis penelitian seperti ini, 

penulis ingin menggambarkan dan menjelaskan mengenai permasalahan 

dalam penelitian ini, yaitu mencakup tentang gambaran kinerja inspektorat 

Kabupaten Muaro Jambi. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. 

Adapun jenis data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumbernya, 

diamati, dicatat, melalui wawancara langsung dengan responden dan 

pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti di kabupaten 

muaro jambi khususnya pada instansi Inspektorat. Adapun 

Narasumber dalam penelitian ini adalah: 

1. Inspektur Pembantu wilayah II 

2. Inspektur Pembantu Wilayah III 

3. Inspektur Pembantu Wilayah IV 

4. Auditor Madya 

5. Auditor Muda 
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b. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pegumpul data, misalnya melalui oran lain atau lewat 

dokumen yang ada, instansi terkait, arsip, buku, jurnal, koran, 

monografi, sumber dan internet dan lain-lainya. RENJA 2021, 

RENSTRA 2021, SOP Inspektorat dan Program Kerja Pengawasan 

Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada 

penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk meneliti secara 

langsung di lapangan tentang Kinerja Inspektorat Daerah dalam 

pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 

2021. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. Tekenik ini merupakan pengumpulan data dengan 

cara melakukan komunikasi langsung kepada respondes/partisipan 

mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian 

yang akan diselidiki. Dalam keadaan berwawancara tentang masalah yang 

mengandung titik minat, periset kualitatif dapat melakukan loncatan 
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materi wawancara kepada narasumber yang secara natural memiliki 

informasi yang lebih banyak dan  menjadi informasi yang lebih penting. 10 

c.  Dokumentasi 

Sugiyono, menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang.11 Adapun dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sekumpulan dokumen-dokumen 

yang tercantum di data sekunder. Adanya studi dokumen ini membantu 

untuk dijadikan sebagai bukti bagi penguji, karena dokumen ini 

merupakan sumber yang pasti dan mendukung sehingga menjadi hal yang 

penting dalam suatu penelitian kualitatif. 

5. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi kemudian 

dituangkan dalam bentuk susunan sesuai dengan sistematika penulisan yang 

telah ditentukan dalam analisis. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam teorinya semakin 

lama penulis ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, 

kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data 

                                                             
10 Agus Salim, Teori & Paradigma Penelitian Sosial, (Yogyakarta Tiara Wacana, 2006), 

Hlm.17 
11 Sugiyono, 2018, hlm. 476 
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melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal yang penting, dicari tema dan polany.12 

b. Penyajian Data (Data Display) 

 Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara 

kategoridan sejenisnya. Dalam hal ini, miles dan huberman (1984) 

menyatakan “yang paling sering digunakan unuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 13 

c. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang 

disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan nantinya 

merupakan jawaban atas rumusan masalah. Dalam kesimpulan 

dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan 

terbuktinya hipotesis atau sebaliknya.14 

6. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara 

sistematis dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I merupakan Pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, 

rumusan masalah yang berisikan pertanyaan tentang bagaimana kinerja 

                                                             
 12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif Dan Rnb (Bandung: 

Alfabeta, 2013), Hlm 244 

 13 Ibid,Hlm.247. 

 14 Sayuti Una (Ed),Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi Press, 2014) ,Hlm.195. 
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dan fakor penghambat Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di 

kabupaten Muaro Jambi. Setelah itu disusun tujuan manfaat penulisan dan 

kerangka teoritis dan sistematika penulisan. 

BAB II Tentang Metode Penelitian yang mencakup pendekatan 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis Data, sistematika 

penulisan data jadwal penelitian. 

BAB III dipaparkan tentang Gambaran Umum tempat penelitian, 

sejarah berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan 

prasarana 

BAB IV Pembahasan merupakan Inti Dari penulisan Skripsi yaitu 

pemaparan tentang pembahasan mengenai kinerja inspektorat daerah 

dalam pengawasan dana desa di kabupaten muaro jambi. 

BAB V penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan hasil 

penelitian serta saran-saran terkait dengan Kinerja Inspektorat Daerah 

dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Konsep Dasar pengukuran Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

“Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencpaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning 

suatu organisasi” .15 sependapat dengan hal tersebut Bernardin dalam 

sudarmanto menyatakan bahwa “kinerja merupakan catatan hasil yang di 

produksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu tau aktivitas-aktivitas 

selama periode waktu tertentu”.16 

Menurut sinambela mengemukakan bahwa “kinerja pegawai 

didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu 

keahlian tertentu”.17 Selanjutnya Stephen Robbins mengemukakan bahwa 

“kinerja diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan 

individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama”.18 

Sementara itu Amstrong dan Baron menjelaskan bahwa : 

Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai 

hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja 

                                                             
15 Mahsun, Mohammad, Pengukuran Kin erja Sektor Pubik Edisi Pertaa.Yogyakarta: 

BPFE, 2014, hlm. 25 
16 Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi 

Pengukuran, dan Iplementasi dalam Organisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 8 
17 Sinambela, Lijan dan Sinambela, Parton, Manajemen Kinerja: Pengelolaan, 

Pengukuran, dan Implikasi Kinerja. Cetakan Kesatu. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 

11 
18 Ibid, hlm 11 
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adalah tetang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan 

tersebut.kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara 

mengerjakannya.19 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkam bahwa kinerja 

merupak proses berlangsungnya suatu pekerjaan untuk mencapai hasil yang 

diharapkan atau tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh seseorag ataupun 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tugas dan 

pekerjaannya masing-masing, dalam rangka mencapai visi, misi, sasaran 

dan tujuan organisasi. 

2. Pengukuran Kinerja  

Lohman menjelaskan “pengukuran kinerja merupakan suatu 

aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari 

tujuan strategis orgaisasi”.20 Hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan 

wibowo dimana “pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk 

mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari 

rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai 

jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan.21 

Dharma mengartikan pengukuran ini sebagai “pengukuran prestasi 

kerja yang berarti memberikan kesepatan bagi para pegawai untuk 

                                                             
19 Wibowo, Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 2 
20 Mahsun, Mohammad, Pengukuran Kinerja Sektor Pubik Edisi Pertaa.Yogyakarta: 

BPFE, 2014, hlm. 25 
21 Wibowo, Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 155 
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mengetahui tingkat prestasi kerja mereka”.22 Lebih lanjut iamenyatakan 

bahwa pengukuran prestasi kerja dapat berfungsi sebagai target atau 

sasaran, sebagai informasi yang dapat digunakan para pegawai dalam 

mengarahkan usaha-usaha mereka melalui serangkaian prioritas tertentu. 

Tentang pengukuran kinerja ini, Robertson  menyatakan: 

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses 

penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang 

telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi 

penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa: 

kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa sdiserahkan 

kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); 

hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diiginkan; dan 

efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.23 

 

Dari pendapat diatas menjelaskan bahwa pengkuran kinerja menjadi 

suatu kegiatan atau aktivitas dalam hal mencatat dan menilai keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan berdasarkan apa yang telah ditetapkan sebelumnya 

sehingga dapat diketahui sejauh mana kemajuan suatu organisasi. 

Dengan adanya kesadaran masyarakat dan semakin berkembangnya 

tuntutan masyarakat mengundang munculnya luapan pada adanya suatu 

ketidakpuasan. Masyarakat memiliki tuntutan yang tinggi yang berpusat 

pada bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas jalannya pemerintahan 

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dilakukan atas adanya 

kepercayaan yang diberikan mereka kepada pemerintah daerah. Oleh karena 

                                                             
22 Dharma, Agus, Manajemen Prestasi Kerja.( Jakarta: CV Rajawali, 2018),hlm. 49 
23 Mahsun, Mohammad, Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama.Yogyakarta: 

BPFE, 2014, hlm. 25 
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itu, hal ini mencerminkan bagaimana sorotan yang lebih banyak ditunjukan 

atas kinerja instansi pemerintah, karena atas layanan instansi pemerintah, 

masyarakat semakin mempertanyakan manfaat yang diterima dari layanan 

tersebut. 

Situasi seperti ini menjelaskaan bahwa pengukuran kinerja dari para 

penyelenggara pemerintahan tidak boleh menjadi suatu hal yang 

dikesampingkan, kepercayaan dari rakyat yang begitu bear mengharuskan 

mereka dalam kinerja pelayanannya dilakukan secara maksimal sehingga 

dengan adanya pengukuran kinerja ini capaian kinerja instansi pemerintah 

akan terlihat jelas apakah telah memenuhi apa yang telah direncanakan agar 

falam proses penilaiannya akan mengevaluasi berbagai perbedaan yang 

mungkin ditemui dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat 

diperbaiki untuk peningkatan kinerja yang optimal di masa yang akan 

datang. 

3. Standar Pegukuran Kinerja 

Adanya pengukuran kinerja tidak akan terlepas dengan adanya 

ukuran atau standar kinerja. Ukuran atau standar kinerja terkait dengan 

parameter-parameter tertent atau dimensi-dimensi yang dijadikan dasar atau 

acuan oleh organisasi untuk mengukur kinerja”.24 Wibowo menjelaskan 

bahwa “ standar atau ukuran kinerja memberikan bukti apakah hasil yang 

                                                             
24 Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran 

dan Implementasi Kinerja. Cetakan Kesatu. Depok: PT Raja Grafindo Persada 2009, hlm. 9 
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diinginkan telah dicapai atau belum dan apakah muatan yang terdapat di 

tempat pekerja memproduksi hasil tersebut”.25 

Adanya perumusan terhadap standar kinerja perlu dilakukan 

sehingga menjadikannya tolak ukur dalam menilai kinerja dalam arti untuk 

melihat seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan selama periode waktu 

tertentu dan melihat perbandingan antara perencanaan dan realisasi 

capaiannya.  

Bernardin menyampaikan dalam pengukuran kinerja atau hasil kerja 

dari seseorang karyawan ada 6 kriteria dasar atau dimensi untuk mengukur 

kinerja, yaitu:  

a. Quality 

Quality terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ideal 

dalam memenuhi maksud atau tujuan. 

b. Quantity 

Quantity terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan. 

c. Timeliness 

Timeliness terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan 

aktivitas atau menghasilkan produk. 

d. Cost-effectiveness 

Cost-effectiveness terkait dengan tingkat penggunaan sumber-sumber 

organisasi (orang, uang, material, teknologi) dalam mendapatkan atau 

                                                             
25 Wibowo, Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 157 
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memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan dalam penggunaan 

sumber-sumber organisasi. 

e. Need for supervision 

Need for supervision terkait dengan kemampuan individu dapat 

menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi 

pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan. 

f. Interpersonal impact 

Interpersonal impect terkait dengan kemampuan individu dalam 

meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerja saa di 

antara sesama pekerja dan anak buah. 26 

Namun, yang paling sering digunakan secara umum adalah kualitas, 

kuantitas, dan ketepatan waktu. Ini terjadi karena apabila kita melihat dari 

semua teori pengukuran kinerja, hampir seluruh cara pengukuran kinerja 

mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan aspek kuantitas, 

kualitas dan ketepatan waktuu. Hal ini sependapat dengan Dharma yang 

mengemukakan bahwa: dalam mengukur kinerja seorang pegawai, 

setidaknya terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: 

a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan 

b. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan (baik-buruknya) 

c. Ketepatan waktu, yaitu tindakan yang sesuai dengan waktu yang 

direncanakan.27  

                                                             
26 Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran 

dan Implementasi Kinerja. Cetakan Kesatu. Depok: PT Raja Grafindo Persada 2009, hlm. 12 
27 Dharma, Agus, Manajemen Prestasi Kerja.( Jakarta: CV Rajawali, 2018),hlm. 55  
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Kinerja seorang pegawai dapat dikatakan baik apabila ketiga unsur 

diatas dapat terpenuhi secara seimbang. Artinya dengan banyaknya 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya, pegawai harus bisa bekerja sesuai 

waktu yang telah dijadwalkan atau direncankan dan harys memenuhi 

standar kuantitas dan kualitas yang ditentukan. Lebih lanjut Dharma 

mengidentifikasi pegukuran kuantitas, kualitas, dan pengukuran ketepatan 

waktu sebagai berikut: 

a. Pengukuran kuantitas yakni pengukuran yang melibatkan perhitungan 

keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan 

soal jumlah keluaran yang dihasilkan. 

b. Pengukran kualitas keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat 

kepuasan”, yakni seberapa baik penyelesaiannya. Hal ini berkaitan 

dengan bentuk keluaran. 

c. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran 

kuantitas yangmenentukan ketepatan wakt penyelesaian suatu kegiatan.  

Terkait pengukuran kinerja pemerintahan daerah  Mahsun menyatakan 

bahwa : 

Pengukuran kinerja pemerintahan daerah diarahkan pada masing-asing 

satuan kerja (Dinas) yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya 

sebagaimana bidangnya. Setiap satuan kerja adalah pusat 

pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan 

demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan 

pada semua satuan kerja yang ada. Namun demikian, dalam pengukuran 
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kinerja setiap satuan kerja ini harus tetap dimulai dari pengidentifikasian 

terhadap visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program-program 

dan anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.28  

Pengukuran kinerja pemda berati pengukuran kinerja terhadap satuan 

kerja atau entitas dilingkungan pemda. Fokus pengukuran kinerja dapat 

untuk setiap satuan kerja atau entitas mencakup: 

1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran. 

2. Tugas pokok dan fungsi. 

3. Strktur organisasi dan personalia. 

4. Program kerja. 

5. Anggaran.  

B. Pengawasan 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen suatu organisasi. 

Pengawasan adalah proses mengamati dan menilai suatu kegiatan. Dalam 

proses pengawasan diperlukan tahapan-tahapan penetapan standar, tahap 

penentuan perkiraan pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan 

dengan standard dan analisis penyimpangan, dan tahap pengambilan tindakan 

korektif. Pengawasan dapat dicirikan sebagai usaha sistematis oleh manajemen 

bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau target tujan yang 

telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah pelaksanaanya sesuai 

dengan standar tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan.29 

                                                             
28 Mahsun, Mohammad, Pengukuran Kinerja Sektor Pubik Edisi Pertaa.Yogyakarta: 

BPFE, 2014, hlm. 198 
29 Mukarom Zaenal Dan Muhibuddin W. Laksana, Membangun Kinerja Pelayanan Publik 

(Bandung: Pustaka Setia, 2016), Hal. 189 
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Mengenai pengawasan, ada beberapa ahli yang menjelaskan pengertian dari 

pengawasan antara lain: 

Menurut george R. Terry dalam mukarom dan laksana, pengawasan 

diartikan sebagai menentukan apa yang telah dilakukan. Maksudnya, 

mengevaluasi prestasi kerja dan bila perlu, menerapkan tindakan-tindakan 

korektif agar hasil kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.30 

Dari yang dikemukakan oleh george, pengawasan adalah penilaian terhadap 

perkerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan dan jika ada 

kejanggalan dalam pekerjaan  maka diperlukan ada tindakan perbaikan. 

Dale dalam Mukarom dan laksana menyatakan bahwa pengawasan tidak 

hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan 

mengawasi, akan tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan 

meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang 

direncanakan.31 

Mengingat apa yan diungkapkan oleh Dale pengawasan tidak hanya melihat 

dan melaporkan hasil pengawasan, tetapi melihat apa yang menjadi kesalahan 

yang dilakukan agar dapat di perbaiki dan diluruskan apa yang dilakukan 

sehingga tidak terjadi lagi kesalahan seperti yang sebelumnya. 

Maka dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan, pengawasan 

merupakan proses menilai, mengevaluasi dan mengukur suatu pekerjaan yang 

dilakukan. Jika ditemukan kesalahan maka perlu usaha untuk memperbaiki 

                                                             
30 Ibid., Hal.190 
31 Ibid., Hal 190 
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pekerjaan tersebut sehingga kesalahan yang dilakukan tidak akan terulang 

kembali. 

1. Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Handayaningrat menjelaskan bahwa “Pengawasan diperlukan untuk 

mencegah atau untuk memperbaiki kesalahn, penyipangan, 

ketidaksesuain, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan 

tugas dan wewenang yang telah ditentukan”.32 

Hal diatas sependapat dengan apa yang dikatakan Rohman dimana: 

Pengawasan memiliki dua tujuan, yaitu memastikan pelaksanaan 

tidak menyimpang dari perencanaan yang dibuat dan membangun 

sistem pengawasan dini (early warning system) sebagai bagian 

pentig untuk memastikan jika terjadi penyimpangan dalam 

pelaksanaan rencana yang telah dibuat.33 

Anggraini menjelaskan “tujuan pengawasan untuk menilai 

kenyataan yang telah terjadi dan dibandingkan dengan yang seharusnya 

terjadi, sehingga akan terlihat apakah hasil yang dicapai telah memenuhi apa 

yang seharusnya”.34 

Dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari pengawasan ini 

untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan dan engantisipasi serta emperbaiki adanya tindakan 

                                                             
32 Handayaningrat, 1982, hlm. 143 
33 Rohman, 2017, hlm. 148 
34 Anggraini, 2011, hlm. 58 
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penyimpangan dalm suatu pekerjaan juga mendukung tercapainya prinsip 

efisiensi dan efektivitas. 

2. Metode Pengawasan 

1) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara 

pribadi oleh pemerintah atau pengawas dengan memperhatikan, 

menyelidiki, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di 

lapangan dan mendapatkan laporan secara langsung dari pelaksana. 

Adapun pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari 

laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik secara lisan maupun 

tulisan.35 

Mengingat apa yang di ungkapkan di atas, pengawasan langsung merupakan 

pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemerintah atau pengawas 

dengan turun langsung ke lapangan untuk menemukan apa yang terjadi 

dengan memperhatikan, menyelidiki, memeriksa dan benar-benar melihat 

sendiri. Sementara itu pengawasan tidak langsung dilakukan dengan 

memperoleh dari data laporan baik lisan maupun tulisan dan juga pendapat 

masyarakat tanpa datang langsung ke tempat kejadian 

3. Prinsip-prinsip Pengawasan 

Menurut handayaningrat terdapat beberapa prinsip pegawasan, yaitu: 

1. Pengawasan berorientasi kepada tjuan organisasi. 

                                                             
35 Mukarom Zaenal Dan Muhibuddin W. Laksana, Membangun Kinerja Pelayanan Publik 

(Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm.191 
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2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum 

dari pada kepentingan pribadi. 

3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-

peraturan yang berlaku (wematigheid), dan berorientasi terhadap tujuan 

(manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (doelmatifheid). 

4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan. 

5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti 

(accurate), dan tepat.   

6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus. 

7. Hasil pengawasan harus dapat emberikan mpan balik terhadap 

perbaikan dan penyepurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan 

kevijaksanaan waktu yang akan datang.36 

4. Syarat-syarat Pengawasan 

Menurut Handayaningrat terdapat beberapa syarat-syarat pengawasan yaitu: 

1. Menentukan standar pengawasan yang baik dan dapat dilaksankan. 

2. Menghindari adanya tekanan, paksaan, yang menyebabkan 

penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri. 

3. Melakukan koreksi rencana yang dapat digunka untuk mengadakan 

perbaikan serta penyempurnaan rencan yang akan datang. 

Sesuai dengan keterangan tersebut diatas, maka beberapa cara yang 

baik dapat dilakukan sebagai berikut: 

                                                             
36 Handayaningrat, Soewarno, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan 

Managemen,(Jakarta: PT Gunung Agung,1982),hlm. 149 
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1. Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang diawasi agar 

memberikan keterangan-keterangan yang jelas dan ikut serta 

memecahkan hal-hal yang mempengaruhinya. 

2. Pengakuan atas hasil/nilai manusia yang telah dilakukannya (hasil 

karya manusia); artinya penghargaan atas hasil pekerjaannya. 

3. Melakukan suatu kerjasama agar diperoleh saling pegertian, salin 

percaya mempercayai yang bersifat memberikan pendidikan.37 

5. Langkah-langkah dalam Proses Pengawasan 

Wijayanti menyatakan ada beberapa langkah-langkah dalam pengawasan, 

yaitu: 

1. Penentuan Standar Sebagai Dasar Pengawasan 

Standar dapat dikatakan sebagai suatu ukuran yang telah ditentukan 

sebelumnya yang akan menjadi acuan terhadap semua kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan organisasi. 

2. Pengukuran penampilan (performance) 

Dengan adanya pengukuran penampilan ini terhadap seluruh unit kerja 

dalam organisasi akan memberikan manfaat berupa penyediaan 

informasi-informasi yang faktual. Pelaksanaan langkah pengukuran 

penampilan tesebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a) Para anggota yang ada dalam organisasi perlu dilakukan observasi 

secara personal. 

b) Adanya wawancara bersama anggota organisasi tersebut. 

                                                             
37 Ibid., hlm. 150 
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c) Mendalami laporan-laporan tertulis tentang hasil yang dicapai.  

Dalam performance report yang dibuat sebagai bentuk laporan 

pelaksanaan akan tampak gambaran apabila penyimpangan terjadi. 

3. Menganalisis, mengemukakan pendapat, dan mengevaluasi 

Performance dibandingkan dengan standar. 

4. Mengambil tindakan-tindakan perbaikan 

Apabila para anggota organisasi melakukan suatu asalah dalam bentuk 

penyimpangan yang melebihi batas kewajarannya, maka perlu 

dilakukan tindakan-tindakan perbaikan. Apabila tindakan perbaikan ini 

tidak dilakukan, maka segala proses yang telah dilakukan sebelumnya 

atas suatu pengendaliam enjadi sia-sia dan hanya dapat dijadikan 

pengetahuan saja sehingga hal ini dapat dijadikan suatu kewajiban.38 

C. Pengawasan Dana Desa 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 73 Tahun 2020 

tentang pedoman teknis pengawasan pengelolaan Dana Desa menyebutkan 

bahwa Dana Desa adalah keseluruhan dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengawasan secara umum 

diartikan sebagai suatu kegiatan memonitor dan menantisipasi adanya tindakan 

penyimpangan serta adanya tindakan perbaikkan atau koreksi. 

Pengawasan terhadap Dana Desa diartikan sebagai kegiatan untuk 

mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta 

                                                             
38 Rohman, Dasar-dasar manajemen, (Malang: Inteliggensia Media.2017), hlm. 151 
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partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah memberikan tugas 

wewenang kepada beberapa instansi di kabupaten muaro jambi untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap penggunaan 

dana desa. Salah satu instansi yang melaksankan pengawasan perhadap dana 

desa adalah Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). ada 

beberapa tahapan atau tata cara pengawasa, antara lain: 

1. Perencanaan: Penyusunan PKPT 

2. Pelaksanaan : Mengumpulkan dan menguji bukti 

3. Pelaporan 

4. TLHP (Tindak lanjut hasil pemeriksaan) 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menunjukkan 

bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan 

salah satu Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai lembaga teknis daerah 

adalah sebagai pengawas internal mempunyai kewenangan antara lain yaitu 

melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Muaro 

Jambi, serta berfungsi sebagai lembaga yang MemberIkan masukan kepada 

Kepala daerah. Karena posisinya sebagai pembantu pimpinan puncak (top 

management). 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 78 Tahun 

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat mempunyai tugas melaksankan urusan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan azas desentralisasi bidang pembinaan dan 

pengawasan Pemerintahan Daerah. 

B. Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Secara hukum, nomenklatur Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro 

Jambi sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal 

penyelenggaraan pemerintah Daerah di Kabupaten Muaro Jambi resmi 

digunakan sejak tanggal 27 November 2008. Sejalan dengan hal tersebut 

Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu dari 
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Instansi daerah di Kabupaten Muaro Jambi sebagaiana yang tertuang dalam 

Peraturn Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17). 

Berdasarkan peraturan Buapti Muaro Jambi Nomor 30 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah 

Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 30) mempunyai tugas pokok: 

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan Daerah berdasarkan Azaz desentralisasi bidang Pembinaan 

dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.39 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah 

Kabupaten Muaro Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :  

1. Perumusan kebjiakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas 

pengawasan; 

2. Pelaksanaan peangawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, revieu evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya; 

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari 

bupati dan atau gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat; 

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

5. Pelaksanaan koordinasi pencegahaan tindak pidana korupsi; 

                                                             
39 Renstra Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 
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6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

7. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah Kabupaten Muaro 

Jambi; dan  

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan 

fungsinya.40 

C. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 

1. Visi 

Visi adalah gambaran kondisi yang diinginkan pada masa mendatang 

oleh pimpinan dan seluruh staf inspektora Kabupaten muaro jambi. Visi 

tersebut mengandung makna bahwa kabupaten muaro jambi dengan 

potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu 

dibangun menuju terwujudnya kabupaten muaro jambi “TUNTAS”. Visi 

inspektorat kabupaten muaro jambi berdasarkan rencana strategis 2017-

2022 adalah “Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan berih 

melalui pengawasan yang profesional menuju muaro jambi tuntas 2022”. 

2. MISI 

Sedangkan untuk mewujudkan visi inspektorat kabupaten muaro jambi 

Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan hasil pengawasan yang berkualitas. 

2. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja di 

lingkungan pemerintah kabupaten muaro jambi. 

                                                             
40 Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 
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3. Mewujudkan aparatur pengawasan intern pemmerintah yang 

profesional.41 

D. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 78 

Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Inspektorat Daerah mempunyai struktur organisasi yang 

terdiri dari: 

a. Inspektur; 

b. Sekretariat, yang terdiri dari : 

1. Sub Bagian Perencanaan;  

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan  Kepegawaian  

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur 

Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, Inspektur 

Pembantu Khusus; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :  

1. Auditor; dan 

2. Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah.42 

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUARO 

JAMBI 

                                                             
41 Inspektorat.muarojambikab.go.id 

 
42 Laporan kinerja (LKJ) Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi 2021, hlm.5 

Inspektur 
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Sumber: Renstra Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022 

 

E. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 

Secara rinci tugas dan fungsi satuan organisasi di Inspektorat daerah sesuai 

dengan yang tercantum dalam Bab IV pasal 4 sampai dengan pasal 15 

Peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 78 tahun 2020 menetapkan 

tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut : 

1. Inspektur  

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan 

kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadaap pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat Daerah. 
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Inspektur daalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya; 

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari 

Bupati dan / atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; 

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tidak pidana korupsi; 

f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi; 

h. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan; dan 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait denga tugas 

dan fungsinya. 

2. Sekretaris Inspektorat 

Sekretaris inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai tugas 

memimpin bagian sekretariat dengan cara mengkoordinir dan mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan di bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, 

Administrasi Umum dan Kepegawaian dalam lingkup Inspektorat Daerah 

Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Inspektorat Daerah 
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Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku 

untuk mendukung kelancaran tugas pokok Inspektorat Daerah. 

Sekretaris Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), mempunyai fungsi : 

a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program 

kerja pengawasan penyiapan penyusunan rancangan peraturan 

perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama; 

b. Menghimpun, mengelola, menilai dan menyiapkan laporan hasil 

pengawasan aparat pengawasan fungsional; 

c. Menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; 

d. Menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam 

rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; 

e. Melaksanakan urusan, kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan 

rumah tangga; 

f. Memberikan saran dan pertimbangan dibidang tugasnya kepada atasan; 

dan 

g. Melaksankan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. 

Sekretariat membawahi 3 Subbag, yaitu : 

1. Sub Bagian Perencanaan 

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

3. Sub Bagian Aadministrasi Umum dan Kepegawaian 

a) Sub Bagian Perencanaan 
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Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris 

dalam menyiapkan bahan penyusunan, pengendalian rencana dan program 

kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rencana peraturan 

perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerja sama 

pengawasan, pedoman dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang 

kelancaran Inspektorat Daerah.  

b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu 

sekretaris dalam menyiapkan administrasi, menyiapkan bahan penyusunan, 

menghimpun, mengolah, enilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan 

aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan 

masyarakat, pendokumentasian dan penyajian hasil pengawasan, 

administrasi pengawasasn untuk tujuan tertentu serta menyusun laporan 

kegiatan pengawasan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran 

inspektorat Daerah. . 

c) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

membantu sekretaris dalam melaksanakan pelayanan administrasi umum 

dan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan 

keuanan, penata usahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan 

keuangan, barang inventaris kantor, administrasi surat menyurat dan arsip 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

pedoman dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran 

Inspektorat daerah. . 

3. Inspektur Pembantu 

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam 

melaksankan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, 

kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah melalui audit 

reviu, evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut serta kegiatan pengawasan 

lainnya.  

Inspektur pembantu dalam melaksankan tugas dan fungsi nya dibagi 

perwilayah yang terdiri atas :  

a. Inspektur pembantu Wilayah I 

b. Inspektur Pembantu Wilayah II  

c. Inspektur Pembantu Wilayah III 

d. Inspektur Pembantu Wilayah IV  

Penetapan sasaran pembinaan dan pengawasan pada Inspektur Pembantu 

Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Muaro Jambi. 

4. Inspektur Pembantu Khusus 

Inspektur pembantu Khusus mempunyai tugas membantu inspektur dalam 

melaksankan pencegahan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan reformasi 

birokrasi di daerah serta kegiatan pengawasan lainnya. . 

5. Kelompok Jabatan Fungsional  
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Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari : 

a. Jabatan Fungsional Auditor 

Jabatan fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis 

fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah. . 

b. Kelompok jabatan Fungsional PPUPD (Pengawasan Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Daerah) 

PPUPD berkedudukan sebagai pejabat fungsional dibidang 

pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahandi daerah pada 

pemerintahan daerah kabupaten Muaro Jambi, PPUPD dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab kepada inspektur melalui Inspektur Pembantu; 

Tugas pokok PPUPD adalah melaksankan pengawasan atas 

penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah diluar pengawasan 

keuangan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 

a. Pemeriksaan Reguler 

Pemeriksaan reguler dikatakan pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan 

yang dilaksankan terjadwal dan koprehensif pada obyek-obyek 

pemeriksaan yang berada di lingkungan pemerintah daerah, yang 

disesuaikan dengan obyek pengawasan, dimana jumlah obyek pengawasan 

sering berubag-ubah. Pemeriksaan reguler ini dapat dikatakan pemeriksaan 

langsung yang dilakukan Inspektorat kabupaten Muaro Jambi karena 

melakukan pemeriksaan pada tempat pelaksanaan pekerjaan dari para 

perangkat daerah. Adapun struktur  atau mekanisme aktivitas kerja 

Inspektorat daerah Kabupaten Muaro Jambi serta prosedur dalam 

pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat dpat dijabarkan pada tabel berikut: 

Tabel 3. Tata Laksana Pemeriksaan Reguler 

Pra Pemeriksaan Oleh Sekretaris 

1 
Pemberitahuan kepad OPD yang akan menajdi obrik sesuai dengan 

program kerja pengawasan tahunan Inspektorat daerah 

2 Pengambilan data-data untuk bahan pemeriksaan 

3 Penyusunan tim pemeriksa 

4 Pembuatan surat tugas pemeriksaan 

5  Penyusunan jadwal entry briefing pemeriksaan 

Tahap pemeriksaan oleh tim pemeriksa 

1 Survey pendahuluan pemeriksaan 
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2 
Penyusunan program kerja pemeriksaan dan direviu oleh penangung jawab 

teknis 

3 Koordinasi dengan obrik untuk pelaksanaan entry briefing pemeriksaan 

4 Pelaksanaan pemeriksaan 

5 Cek fisik/sampling/uji petik pemeriksaan 

6 Reviu kertas kerja pemeriksaan oleh ketua tim 

7 
Monitoring dan kunjungan kepada tim pemeriksa oleh penangung jawab 

teknis mlai dari awal pemeriksaan, pertengahan dan akhir pemeriksaan 

8 
Pada akhir surat tugas, tim pemeriksa harus sudah menyusun laporan 

temuan pemeriksaan 

9 Reviu laporan temuan pemeriksaan oleh penangung jawab teknis 

10 Penyampaian laporan temuan peeriksaan kepada obrik 

11 Tanggapan/ komentar atas temuan pemeriksaan obrik 

12 Exit briefing pemeriksaan 

Ekspose hasil pemeriksaan 

1 
Penangung jawab teknis dan ketua tim menyampaikan jadwal ekspose hasil 

pemeriksaan kepada pimpinan 

2 

Tim pemeriksa melaksanakan ekspose kepad inspektur, sekretaris, para 

pejabat struktural serta di hadapan pemeriksa lainnya mulai dari PKP, 

KKP, dan LHP untuk dilakukan reviu. 

3 

Pimpinan Inspektorat daerah, pejabat struktural dan tim pemeriksa 

lainnya memberikan catatan, koreksian dan saran dalam rangka reviu 

kepada tim pemeriksa yang ekspose, sebagai bahan penyempurnaan 

penyusunan LHP 

4 

Tim peeriksa melakukan penyampaian LHP atas catatan, koreksian, 

maupun saran sesuai hasil reviu, yang selanjutnya untuk ditandatangani 

inspektur 

Sumber: Renstra Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 

b. Pemeriksaan Khusus 

Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilaksankan atas 

pengaduan masyarakat, permintaan disposisi bupati, perintaan lembaga/unit 

kerja tertentu, rekomendasi BPK dan permintaan pihak penegak hukum 

serta pemeriksaan dalam rangka serah terima pimpinan perangkat daerah, 

berakhirnya masa camat/kepala desa dan lurah.  

c. Pemeriksaan Kasus 
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Pemeriksaan kasus merupakan pemeriksaan yang dilakukan atas 

pengaduan asyarakat atas permintaan pihak APH dan dilimpahkan dari 

pemerintah tingkat atas maupun kasus-kasus yang dilimpahkan dari tingkat 

atas untuk menawab aspirasi dan pengawasan masyarakat serta 

mengklarifikasi sejauh mana kbenaran dari pengaduan tersebut.  

2. Standar Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 

Dalam suatu organisasi, diperlukan tolak ukur kinerja bagi para pegawai 

untuk dapat dilakukan evaluasi sehingga dapat melihat bagimana tingkat 

kinerjanya, baik dari segi pencapaiannya maupun kegagalan-kegagalan yang 

ditemui dalam suatu kegiatan sesuai dengan tujan dan sasaran serta agenda  

dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan 

penilaian dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan APIP Kabupaten Muaro 

Jambi, Inspektorat membuat suatu laporan kinerja (LKj). LKj Inspektorat 

Kabupaten Muaro Jambi merupakan laporan akuntabilitas kinerja dan sarana 

bagi instansi pengawasan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja 

kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Dan merupakan sarana 

evaluasi atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pengawasan Inspektorat 

Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di asa datang atau dalam 

upaya peningkatan kinerja secara kontinyu (continous improvment) organisasi 

baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang 

dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. 

Maksud dari adanya Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat adalah sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan 
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program/kegiatan/sub-kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka 

mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten 

Muaro Jambi yang telah ditetapkan, yang nantinya akan memberikan 

sumbangsih dan dukungan secara memadai terhadap pencapaian visi dan misi, 

tujuan dan sasaran pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 

2017-2022, Inspektorat daerah Kabupaten Muaro Jambi menetapkan 4 sasaran 

strategis dengan capaian hasil yang dapat digambarkan melalui indikator pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 

No Sasaran Strategis Indikator 
Target 

2021 

Realisasi 

2021 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2021 

1 

Meningkatnya 

Kualitas Pengawasan 

Dan Kapabilitas APIP 

Serta Maturitas SPIP 

Level Kapabilitas APIP 3 2 - 

Jumlah APIP Yang Kompeten 6 1 16,67% 

Level Maturitas Spip 3 2 - 

2 

Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

OPD Pemkab Muaro 

Jambi 

Persentase OPD Yang 

Memiliki Nilai Evaluasi LKj 

minimal B 

95% 78,05% 82,16% 

3 

Meningkatnya 

Penyelesaian TLHP 

Aparat Pengawasan 

Fungsional 

Persentase Rekomendasi 

Temuan Yang Ditindaklanjuti 
85% 85,40% 100,47% 

4 

Meningkatnya Mutu 

Pelayanan Publik Dan 

Akuntabilitas Kinerja 

Skor IKM 88 100 113,64% 

    Nilai AKIP BB BB 100,00% 
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Tabel 5 Perbandingan Realisasi Capaian IKU Inspektorat Tahun 2019-2021 

No Indikator 2019 2020 
2021 

Target  Realisasi  Presentase 

1 
Level Kapabilitas 

APIP 
66,67% 66,67% 3 2 - 

2 
Jumlah APIP Yang 

Kompeten 
33,33% 33,33% 6 1 16,67% 

3 
Level Maturitas 

Spip 
66,67% 66,67% 3 2 - 

4 

Persentase OPD 

Yang Memiliki Nilai 

Evaluasi LKj 

minimal B 

65,99% 99,62% 95% 78,05% 82,16% 

5 

Persentase 

Rekomendasi 

Temuan Yang 

Ditindaklanjuti 

109,28

% 
98,24% 85% 85,40% 100,47% 

6 Skor IKM 
100,00

% 
99,43% 88 100 113,64% 

7 Nilai AKIP 
100,00

% 

100,00

% 
BB BB 100,00% 

Sumber: LKj Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa perkembangan capaian dari empat 

Sasaran strategis Inspektorat selama tahun 2019-2021, tidak sesuai dengan 

target yang ditetapkan. Perubahan hanya terjadi pada capaian indikator kinerja 

persentase Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti, di mana jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2019, realisasi sebesar 

92,89% dari target 85% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 109,28%. 

Pada tahun 2020, capaian kinerja indikator sebesar 98,24% dari target 

sebesar 85%, realisasi rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 83,50%. 
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Sedangkan tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100,47%. Rekomendasi temuan 

yang ditindaklanjuti sebesar 85,40% dari target sebesar 85%. 

3. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia ini terkait dengan ketersediaan jumlah pegawai di 

Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, dimana jumlah pegawai ini 

diklasifikasikan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat, golongan, dan 

jabatan struktural/fungsional. Berikut pengklasifikasian jumlah pegawai di 

Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi digambarkan dalam tabel berikut ini: 

a. Tingkat Pendidikan 

Tabel 6. PNS menurut kualifikasi pendidikan 

No Pendidikan 
Jumlah 

PNS/CPNS 
Keterangan 

1 SMA 3 Orang   

2 D4 1 Orang   

3 S1 35 Orang   

4 S2 4 Orang   

  Jumlah 43 Orang   

Sumber: Lkj Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 

b. Pangkat/Golongan 

Tabel 7. PNS menurut kualifikasi pangkat/golongan: 

No Pangkat/Golongan 
Jumlah 

PNS/CPNSD 
Keterangan 

1 
Pembina Utama Muda 
IV/c 

1 Orang   

2 Pembina Tingkat I,IV/b 4 Orang   

3 Pembina, IV/a 6 Orang   

4 Penata Tingkat, I, III/d 16 Orang   

5 Penata, III/c 7 Orang   

6 Penata Muda Tk. I, III/b 3 Orang   

7 Penata Muda, III/a 5 Orang   

8 Pengatur Muda Tk, I, II/d 1 Orang   

  Jumlah 43 Orang   

Sumber: Lkj Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 
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c. Jabatan Struktural/Esleonering 

Tabel 8. PNS menurut jabatan struktural/esleonering: 

No Jabatan/Eselonering Jumlah Jabatan Lowong 

1 Eselon II/b -   

2 Eselon III/a 6 Orang   

3 Eselon IV/a 3 Orang   

  Jumlah 9 Orang   

Sumber: LKj Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 

d. Jabatan Fungsional 

Tabel 9. PNS Menurut Jabatan Fungsional 

No Jabatan Fungsional Jumlah Keterangan 

1 Auditor Fungsional 14 Orang   

2 

Pejabat pengawas Urusan 

Pemerintahan Daerah 
(P2UPD) 

14 Orang   

  Jumlah 28 Orang   

Sumber: LKj Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 

e. Pegawai Non PNS (Tebaga Harian Lepas) 

Untuk memenuhi kekurangan PNS pada Inspektorat, Inspektur 

Kabupaten Muaro Jambi melakukan berbagai upaya diantaranya melalui 

mutasi PNS yang masuk ke Inspektorat serta telah mengambil kebijakan 

dengan mengangkat 3 (tiga) orang pegawai honorer (Tenaga Kerja Kontrak) 

dengan tingkat Pendidikan S1. 

4. Dana Desa 

Berikut rincian Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2021: 

NO Kecamatan/Desa Dana Desa NO Kecamatan/Desa Dana Desa 

  Kec. Jaluko     Kec. Kumpeh   
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1 Sungai Bertam 822.590 1 Puding 782.602 

2 Pematang Jering 705.526 2 Pulau Mentaro 682.319 

3 Muaro Pijoan 782.351 3 Betung 685.047 

4 Sungai Duren 816.475 4 Pematang Raman 869.462 

5 Mendalo Darat 997.011 5 Sungai Bungur 795.597 

6 Rengas Bandung 717.443 6 Seponjen 697.395 

7 Sarang Burung 1.042.228 7 Sogo 704.161 

8 Mendalo Laut 938.790 8 Sungai Aur 1.164.224 

9 Sembubuk 976.484 9 Jebus 942.234 

10 Senaung 797.232 10 Gedong Karya 756.044 

11 Penyengat Olak 1.068.932 11 Rantau Panjang 1.115.775 

12 

Simpang Sungai 

Duren 
774.649 

12 

Londerang 
1.316.218 

13 Kedemangan 823.635 13 Petanang 605.978 

14 Muhajirin 1.089.915 14 Mekar Sari 825.750 

15 Maro Sebo 661.913 15 Rondang 987.755 

16 

Danau Sarang 

Elang 
690.089 

16 

Maju Jaya 
602.786 

17 Simpang Limo 752.530   Total dana 13.533.347 

18 Mendalo Indah 780.408 NO Kecamatan/Desa Dana Desa 

19 Pematang Gajah 905.215   Kec. Maro Sebo   

  Total dana 16.143.416 1 Setiris 811.971 

NO Kecamatan/Desa Dana Desa 2 Tanjung Katung 857.847 

  Kec. Sekernan   3 Jambi Tulo 745.236 

1 Suak Putat 801.272 4 Baru 649.724 

2 Rantau Majo 729.410 5 Danau Lamo 787.223 

3 Pulau Kayu Aro 970.094 6 Muaro Jambi 774.667 

4 Pematang Pulai 647.950 7 Niaso 684.826 

5 Tan Tan 873.357 8 Bakung 655.046 

6 Kedotan 762.435 9 Danau Kedap 694.030 
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7 Keranggan 796.467 10 Mudung Darat 762.941 

8 Berembang 749.843 11 Lubuk Raman 727.597 

9 Sekernan 1.034.802   Total dana 8.151.108 

10 Gerunggung 688.099 NO Kecamatan/Desa Dana Desa 

11 Tunas Baru 774.845   Kec. Mestong   

12 Bukit Baling 1.002.908 1 Tanjung Pauh Km. 32 753.957 

13 Tanjung Lanjut 718.995 2 Pelempang 752.133 

14 Suko Awin Jaya 1.147.955 3 Sungai Landai 732.323 

15 Tunas Mudo 945.496 4 Ibru 644.297 

  Total dana 12.643.928 5 Nagasari 775.583 

NO Kecamatan/Desa Dana Desa 6 Sebapo 790.153 

  Kec. Kumpe Ulu   7 Baru 791.896 

1 Pudak 906.417 8 Tanjung Pauh Km. 39 783.753 

2 Muara Kumpeh 881.123 9 Nyogan 961.376 

3 Kota Karang 770.994 10 Suka Damai 715.214 

4 Kasang Lopak Alai 749.857 11 Pondok Meja 894.629 

5 Kasang Pudak 1.084.252 12 Suka Maju 795.884 

6 

Solok 
794.586 

13 

Tanjung Pauh Talang 

Pelita 
740.930 

7 Sakean 754.763 14 Muaro Sebapo 808.427 

8 Lopak Alai 692.612   Total dana 10.940.555 

9 Tarikan 837.531 NO Kecamatan/Desa Dana Desa 

10 Ramin 755.544   Kec. Sungai Bahar   

11 Teluk Raya 833.414 1 Suka Makmur 982.057 

12 Pemunduran 723.573 2 Marga Mulya 1.059.609 

13 Sipin Teluk Duren 782.974 3 Panca Mulya 714.431 

14 Arang Arang 748.167 4 Marga Manunggal Jaya 788.994 

15 Sumber Jaya 730.769 5 Tanjung Harapan 745.648 

16 Sungai Terap 720.081 6 Berkah 715.063 

17 Kasang Kumpeh 799.549 7 Bukit Makmur 825.470 
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18 

Kasang Kota 

Karang 
967.841 

8 

Bukit Mas 
675.734 

  Total dana 14.534.047 9 Mekar Sari Makmur 963.973 

NO Kecamatan/Desa Dana Desa 10 Bakti Mulya 710.902 

  Kec. Sungai Gelam   11 Panca Bakti 726.535 

1 Kebon IX 1.194.880   Total dana 8.908.416 

2 Talang Belido 895.218 NO Kecamatan/Desa Dana Desa 

3 

Talang Kerinci 
768.113 

  

Kec. Sungai Bahar 

Utara   

4 Ladang Panjang 935.479 1 Talang Bukit 728.116 

5 Tangkit 1.035.501 2 Talang Datar 648.058 

6 Tangkit Baru 1.021.625 3 Sumber Mulya 662.638 

7 Sungai Gelam 1.406.182 4 Mulya Jaya 698.620 

8 Parit 798.267 5 Matra Manunggal 661.524 

9 Petaling Jaya 972.897 6 Bukit Mulya 657.714 

10 Sumber Agung 741.255 7 Sumber Jaya 661.351 

11 Mingkung Jaya 800.730 8 Pinang Tinggi 672.848 

12 Trimulya Jaya 739.303 9 Markanding 802.913 

13 Mekar Jaya 911.701 10 Sungai Dayo 694.079 

14 Sido Mukti 670.234 11 Bahar Mulya 673.799 

15 Gambut Jaya 717.735   Total dana 7.561.660 

  Total dana 13.609.120 NO Kecamatan/Desa Dana Desa 

NO Kecamatan/Desa Dana Desa   

Kec. Sungai Bahar 

Selatan   

  Kec. Taman Rajo   1 Bukit Subur 749.593 

1 Kunangan 741.061 2 Tri Jaya 643.132 

2 Talang Duku 1.081.108 3 Mekar Jaya 639.315 

3 Tebat Patah 710.574 4 Ujung Tanjung 664.552 

4 Kemingking Dalam 766.282 5 Tanjung Baru 637.425 

5 Teluk Jambu 715.306 6 Tanjung Mulia 760.949 
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6 Dusun Mudo 708.492 7 Adipura Kencana 652.588 

7 Sekumbung 650.746 8 Bukit Jaya 730.824 

8 Kemingking Luar 720.039 9 Tanjung Sari 746.615 

9 Rukam 868.222 10 Tanjung Lebar 818.136 

10 Manis Mato 985.650   Total dana 7.043.129 

  Total dana 7.947.480 
   

 

B. PEMBAHASAN 

1. Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa 

Bernadin mengutarakan untuk pengukuran kinerja atau hasil kerja dari 

seseorang karyawan digunakan beberapa kriteria untuk menilai kinerja 

karyawan tersebut, diantaranya kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas 

penggunaan sumber daya, kebutuhan pendamping, dan pengaruh interpersonal. 

Namun, secara umum ada beberapa kriteria yang sering digunakan yaitu 

kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Hal ini karena apabila kita melihat 

teori pengukuran kinerja, semuanya hampir mempertimbangkan pengukuran 

yang berkenaan dengan hal-hal tentang kuantitas, kualitas, dan ketepatan 

waktu. 

Hal itu sependapat dengan apa yang dikemukakan menurut Dharma dimana 

dalam mengukur kinerja pegawai, setidaknya ada 3 hal yang perlu 

diperhatikan: 

a. Kuantitas 

Kuantitas merupakan salah satu indikator yang dijadikan standar 

dalam pengukuran kinerja, kuantitas ini biasanya berhubungan dengan 

jumlah terselesainya tugas sesuai dengan target yang telah direncanakan. 
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Pengukuran secara kuantitas ini berbicara tentang jumlah keluaran yang 

dihasilkan oleh pegawai berdasarkan porsi beban kerja atau jumlah 

pekerjaan yang ia selesaikan. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan 

Dharma, yang mengutarakan bahwa “pengukuran kuantitas ini dapat 

dikatakan suatu pengukuran kuantitatif yakni pengukuran melibatkan 

perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan”.43 

Sehubungan dengan pengukuran kuantitas tersebut dalam 

inspektorat, maka kuantitas ini diartikan dengan berapa banyak jumlah 

terselesainya suatu pekerjaan sesuai yang telah direncanakan berkaitan 

dengan pengawasan  Dana Desa.  

Berdasarkan realisasi capaian indikator kinerja utama inspektorat 

kabupaten muaro jambi, persentase  Rekomendasi Temuan yang 

ditindaklanjuti pada tahun 2001 ditargetkan sebesar 85% adapun capaian 

realisasi pada tahun 2001 sebesar 85,40% atau dengan tingkat capaian 

kinerja sebesar 100,47%.  

Selain itu indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang 

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2021 

mencapi nilai 88, sedangkan IKU Kabupaten Rata-rata terget yang 

ditetapkan sebesar 78,2. 44 Hal ini berarti capai IKM pada inspektorat 

kabupaten muaro jambi di atas target yang ditetapkan kabupaten. Bentuk 

pelayanan yang dilakukan oleh inspektorat antara lain pelayanan pengaduan 

                                                             
43 Dharma, 2018, hlm.55 
44 Laporan LKJ Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 
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masyarakat, permintaan audit investigasi dan audit perhitungan kerugian 

negara oleh APH. 

 Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Rahardian Syailendra, 

SH selaku auditor madya yang enyatakan bahwa: 

Indikasi penyelewengan dilakukan pemeriksaan untuk menyakinkan 

kebenarnya, jika berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat temuan 

yang mengakibatkan kerugian keuangan desa maka inspektorat 

memberikan rekomendasi untuk pengembalian sampai dengan 

waktu yang telah ditetapkan yakni 60 (enam puluh) hari sejak 

diterbitkannya LHP. Namun apabila sampai dengan waktu yang 

telah ditetapkan belum juga mengembalikan, maka akan dilakukan 

audit investigasi.45 

 

b. Kualitas 

Pengukuran kualitas ini berhubungan dengan mutu yang dihasilkan 

oleh para pegawai dalam suatu pekerjaan pada suatu organisasi sehingga 

kualitas ini dapat mencerminkan tingkat kepuasan dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan kesesuaian pekerjaan yang diharapkan oleh organisasi. Hal 

ini seperti yang dikatakan Dharma yang mengatakan bahwa “ pengukuran 

Kualitatif mencerinkan pengukuran “tingkat kepuasan”, tingkat kepuasan 

ini mencerminkan seberapa baik penyelesaian tugas dan tanggung jawab 

pegawai”.46 

Berdasarkan teori tersebut bahwa kualitas kerja dapat diukur dengan 

melihat bagaimana pekerjaan dilakukan sesuai degan ketentuan yang 

dianjurkan, dan terselesainya pekerjaan pegawai dengan kualitas mutu yang 

                                                             
45 Wawancara  dengan Bapak Rahardian Syailendra, SH 6 Agustus 2022 
46 Daharma 2018 ham.55 
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dihasilkan yang mencakup ketelitian, kerapian kerja, keterampilan dan 

kecakapan. 

Melalui hasil wawancara dengan bapak Deddy Kurniawan, SE, MM, 

CRMO Auditor Muda selaku ketua Team dari wilayah Irban Wilayah I 

menyatakan bahwa: 

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Muaro Jambi 

sangat berpengaruh signifikan dalam mengawai kinerja 

pemerintahan Desa Khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan 

Koordinasi yang baik antara Dinas PMD dan Inspektorat maka 

Penggunaan Dana Desa dapat di monitor penggunaan yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.47 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Rahardian Syailendra, 

SH selaku Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi yang 

menyatakan bahwa: 

Pengawasan yang dilakukan Inspektorat atas Pengelolaan Dana 

Desa telah berjalan dengan baik, dan meminimalisir adanya 

penyalahgunaan Dana Desa pada desa dalam kabupaten Muaro 

Jambi. Inspektur melakukan pengawasan Dana Desa pada saat tahun 

berjalan yang tentunya dapat menjadi Early Warning pencegahan 

dini bila terjadi kelemahan-kelemahan yang ditemui dan selanjutnya 

diberikan rekomendasi perbaikan.48 

Lebih lanjut bapak RD. Sayuti Usman, S.IP menambahkan: 

Di inspektirat Kabupaten Muaro jambi ini kami kekuranga jumlah 

personil dalam melakukan pemeriksaan dan juga kemampuan SDM 

                                                             
47 Wawancara dengan Bapak Deddy Kurniawan, SE, MM, CRMO Auditor Muda 6 Agustus 

2022  
48 Wawancara dengan Bapak Rahardian Syailendra, SH selaku Auditor Madya Inspektorat 

Kabupaten Muaro Jambi 6 Agustus 2022 
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yang belum memadai, dikarenakan salah satu faktornya yaitu 

keterbatasan alokasi anggaran biaya pendidikan dan pelatihan.49 

Dalam pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan yang 

dilakukan inspektorat Kabupaten Muaro Jambi telah berjalan dengan baik 

untuk menekan penyalahgunaan Dana Desa Terhadap Dana Desa. Akan 

tetapi Untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja, Inspektorat Daerah 

Kabupaten Muaro Jambi Melakukan reviu dengan memperhatikan Capaian 

Kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan suatu organisasi. Dalam hal reviu yang dilakukan ini aparatur 

Inspektorat memiliki kualitas yang belum memadai dimana capaian kinerja 

utama keempat sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi yang 

diukur melalui 7 Indikator kinerja utama, belum sepenuhnya dapat tercapai 

sebagaimana target yang ditetapkan.  Selain itu level kapabilitas APIP 

Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi hanya dapat dicapai pada level 2, hal 

ini berati masih terdapat beberapa kekurangan dalam pemenuhan kompenen 

penilaian Kapabilitas APIP tersebut. Ini membuktikan bahwa level 

kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Mauro Jambi belum sesuai dengan 

Standar Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan 

RPJMN 2020-2022  agar Kapabilitas APIP di setiap 

Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah akhir Tahun 2019 berada pada 

level 3 (integrated). Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya hal 

tersebut antara lain jumlah tenaga APIP yang tidak sebanding dengan 

                                                             
49 Wawancara dengan Bapak Rd. Sayuti Usman, S.IP selaku Inspektur Pembantu Wilayah 

II 6 Agustus 2022 



56 
 

 

jumlah beban tugas, keterbatasan alokasi anggaran khusus nya untuk alokasi 

belanja peningkatan kapasitas APIP (biaya pendidikan dan pelatihan) 

sehingga tidak semua APIP mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan 

kapasitas dan kompetensi keahliannya. 

c. Ketepatan Waktu 

Ketepatan Waktu merupakan salah satu indikator dalam standar 

pengukuran kinerja yang mencerminkan pengukuran berdasarkan pekerjaan 

yang dapat diselesaikan sesuai denan waktu yang telah ditentukan. Sesui 

dengan apa yang dikatakan Dharma bahwa “ketepatan waktu merupakan 

kesesuaian waktu yang dihasilkan oleh karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan dengan yang direncanakan”.50 Dapat disimpulkan bahwa 

ketepatan waktu ini encerminkan bagaimana seorang pegawai dapat 

memanfaatkan waktu yang telah diperhitungkan sesuai tugas dan tanggung 

jawabnya sebaik mungkin, karena apabilla para pegawai tidak menjalankan 

pekerjaanya dengan tidak tepat waktu maka pekerjaan lainnya atau pun 

pekerjaan yang masih menunggu akan menupuk dan tidak tercapainya 

pelaksanaan pekerjaan yang maksimal. Dalam konteks ketepatan waktu ini 

dalam pelaksanaan kerja inspektorat Kabupaten Muaro Jambi maka 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaannya dalam 

pengawasan dana desa yang tertuang dalam PKPT yaitu pemeriksaan 

reguler, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan kasus. Berdasarkan hasil 

                                                             
50 Dharma 2008, hlm.55 
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wawancara dengan Bapak drajat Cahyono selaku Inspektur pembantu 

wilayah IV yang mengatakan bahwa: 

Dalam pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Muaro 

Jambi sudah sesuai dengan jadwal PKPT yang ditetapkan melalui 

surat keputusan Inspektur yang dilakukan setiap awal tahun dan 

akhir tahun dalam tahun berjalan.51 

Hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan Bapak H. Selamat, SE yang 

mengatakan bahwa: 

Ya, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.52  

Dari Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

kerjanya Inspektorat sudah tepat waktu karena menyelesaikan pelaksanaan 

tugas tanggung jawabnya sesuai dengan SOP Pemeriksaan. Namun, dari sisi 

ketepatan waktu atas penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

sebagai salah satu output yang dihasilkan oleh Inspektorat belum tepat 

waktu. 

Pernyataan diatas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak RD, Sayuti 

Usman, S.IP selaku IRBANWIL II yag menyatakan bahwa: 

Dilihat dari ketepatan waktu pelaksanaan tugas dan tangung jawab, 

baik ringan maupun berat itu sudah tepat waktu, namun 

permasalahannya sampai sekarang hasil laporan pemeriksaan yang 

terbengkalai, seperti selama ini yang seharusnya dapat selesai dalam 

waktu yang ditetapkan, namun sering sekali melewati waktu 

tersebut. 

                                                             
51 Wawancara dengan Bapak Drajat Cahyono, SE selaku Irban Wilayah IV 6 Agustus 2022 
52 Wawancara dengan Bapak H. Selamat, SE selaku IRBANWIL III 6 Agustus 2022 
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Meskipun belum tepat waktu dalam penyelesaian laporan hasil 

pemeriksaan dimana sesuai dengan SOP pemeriksaan adalah 15 hari dan 

sering melewati hari tersebut, namun Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 

tetap menyampaikan hasil laporan pemeriksaan sesuai dengan jumlah yang 

ditargetkan. 

Ketepatan waktu ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan 

tugas daan fungsi inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, apalagi mengingat 

luasnya pengawasan yang di lakukan di daerah. Apabilah semakin lama 

tugas yang diembankan itu dikerjakan maka akan semakin banyak tugas lain 

yang menupuk dan hal ini akan memperkecil tingkat keefektivitasan kerja 

karena memakan waktu yang lama. 

2. Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Inspektorat Kabupaten Muaro 

Jambi Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa 

1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya yang diperlukan suatu organisasi dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran mencakup banyak hal, salah satunya adalah sumber daya 

manusia. Sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi, 

sumber daya manusia memegang peranan penting dalam keberhasilan 

pencapaian tujuan organisasi. Karena dengan kemampuan yang pegawai 

miliki, mereka akan menentukan berhasil atau tidaknya tugas dan tanggung 

jawab yang mereka jalankan.  

Dengan  adanya kondisi ini menjadikan organisasi berupaya untuk 

menyeleksi pegawai dengan sebaik mungkin agar dapat memperoleh 
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pegawai yang berkualitas dan produktif untuk melaksanakan operasional 

organisasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dari Inspektorat 

Kabuapten Muaro Jambi dengan bapak RD. Sayuti Usman, S.IP selaku 

Inspektur pem bantu wilayah II menyatakan bahwa: 

Tim kami disini masih keterbatasan dalam melakukan pengawasan 

di kantor desa, ada sebagian tim yang belum memahami bentuk 

pemeriksaan data yang terlebih lagi harus di akses melalui 

komputer.hal itu karena kami tidak begitu paham menoperasikan 

komputer dalam menganalisa angka dana desa yang terpapar dalam 

progra axcel.  dimana harus mengikuti ujian, engikuti diklat dan 

lainnya, dalam hal ini sudah sesuai karena nyatanya seperti inilah 

yang terjadi di inspektorat selama ini. 

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa : 

Kami Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi dapat dikatakan masih 

kurang personil atau belum memenuhi jumlah seharusnya, sehingga 

dalam melakukan pemeriksaan tersebut tidak dilakukan menyeluruh 

ke desa. Melainkan lebih mengutamakan ke desa yang istilah nya 

“kusut masai” (tidak beraturan) yang harus kami kawal. Seperti 

contohnya desa “A” dalam 1 tahun, 2 tahun yang sebelumnya sudah 

tertib, maka kai tidak akan mengulanginya lagi, kami hanya perlu 

memantau dari monitoring saja.53  

Dari wawancara di atas dapat dicermati bahwa jumlah tim pengawas 

yang terbatas merupakan salah satu penghambat inspektorat dalam 

melakukan pengawasan karena tidak bisa maksimal menjalankan tugasnya 

dan dikarenakan juga obyek pengawasan yang sangat luas. Bisa 

dibayangkan muaro jambi yang terdiri dari 150 desa yang terdiri dari 11 

kecamatan, dengan tim personil yang minim, sangat tidak efektif jika harus 

                                                             
53 Wawancara dengan Bapak RD. Sayuti Usman selaku Inspektur Pembantu II Inspektorak 

Kabupaten Muaro Jambi 8 Agustus 2022 
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mengawasi seluruh desa dengan jumlah pengawas yang sedikit. Dan hal itu 

tentu saja membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pengawasan ke 

suluruh desa yang ada di Muaro Jambi. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Rahardian Syailendra, SH selaku 

Auditor Madya yang menyampaikan bahwa: 

Hambatan atau kendala utamanya adalah kekurangan personil dalam 

melakukan pemeriksaan dan kemampuan SDM yang belum 

memadai.54 

 Pernyataan diatas sesuai dengan keadaan nyata mengenai sumber 

daya manusia di Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, dimana memiliki 

total total 46 (empat puluh enam), dengan rincian PNS. 12 (dua belas) JFT 

Auditor, 16 (enam belas) JFT P2UPD, 9 (sembilan) pejabat struktural 

terdiri dari 1 (satu) Pimpinan Tinggi Pratama, 5 (lima) Pejabat 

Administrator dan 3 (tiga) pejabat pengawas. 

Hal inilah yang mengakibatkan pelaksanaan tugas pemeriksaan 

masih melibatkan pejabat struktural dan staf. Jumlah ideal pegawai 

berdasarkan evaluasi jabatan dan analisis beban kerja adalah sebanyak 110 

orang sedangkan jumlah pegawai yang ada saat ini sebanyak 43 orang 

sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 67 orang. 

Tabel 10. Data Kebutuhan Jabatan Fungsional pengawasan (Auditor dan 

PPUPD) Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 

No Jenjang Jabatan 
Jumlah 

Kebutuhan/Formasi 

Jumlah 

Tersedia 

Jumlah 

Kekurangan 

                                                             
54 Wawancara dengan Bapak Rahardian Syailendra, SH selaku Auditor Madya Inspektorat 

Kabupaten Muaro Jambi 8 Agustus 2022 
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I 
Fungsional 

Auditor 
50 14 36 

A Auditor Madya 5 2 3 

B Auditor Muda 15 9 6 

C Auditor Pertama 30 3 27 

II 
Fungsional 

PPUPD 
31 14 17 

A PPUPD Madya 8 4 4 

B PPUPD Muda 13 8 5 

C PPUPD Pertama 10 2 8 

  Jumlah Total 81 28 53 

 

2. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana menjadi alat bantu untuk menunjang pekerjaan 

dari para pegawai, dimana dapat berupa fisik maupun non fisik. Sarana fisik 

ini dapat berupa gedung kantor, peralatan dan pelengkapan kantor, alat 

transportasi, dan alat komunikasi.  

Gedung kantor Inspektorat yang terletak di kawasan komplek 

Perkantora Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi cukup Strategis dan 

fasilitas gedung cukup memadai. Namun seiring dengan pelayanan 

khususnya terkait diperlukannya tambahan satu bangunan yang cukup 

memadai sebagai sarana ruangan asistensi, pendampingan dan konsultasi. 

Artinya bahwa sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor 

penentu kesuksesan dan kelancaran sistem kerja suatu organisasi. Dalam 

konteks sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten 

Muaro Jambi cukup memadai. Dari hasil wawancara dengan Bapak Drajat 

Cahyono, SE selaku Inspektur Pembantu wilayah IV mengatakan bahwa: 



62 
 

 

Bicara kondisi rill yang terjadi di inspektorat Kabupaten Muaro 

Jambi ini kami masih kekurangan kendaraan mobil, lokasi yang jauh 

menyulitkan kami melakukan pengawasan karena mobilitas yang 

kurang memadai menjadi terhambatnya sistem pengawasan. Jika 

seharusnya sehari bisa ke tiga atau empat desa maka karena 

kendaraan yang kurang kami hanya bisa menyelidiki satu atau dua 

desa saja.55  

 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Deddy Kurniawan, SE, 

MM, CRMO selaku ketua team dari wilayah Irban Wilayah 1 Inspektorat 

Kabupaten Muaro Jambi yang menyampaikan bahwa: 

Lokasi yang jauh membuat kami tidak maksimal dalam memeriksa 

ditambah dengan kondisi jalan yang tidak memadai sangat 

menyulitkan sekali untuk kami jangkau, desa-desa yang terpencil 

dengan kondisi jalan yang kurang memadai sehingga desa yang jauh 

dengan jalan jelek kadang luput dari pengawasan kami. Kami harus 

membawa kendaraan kami sendiri karena masih kurangnya 

kendaraan yang bisa digunakan di kantor.56 

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa kondisi jalan dan tata 

letak desa yang jauh mengakibatkan pengawasan yang tak terleksana sehingga 

kesalahan wewenang oleh kepala desa tidak dapat ditindaklanjuti dengan 

semestinya. Kurangnya jumlah kendaraan yang dimiliki kantor mengakibatkan 

tim pengawas menggunakan kendaraan pribadi untuk memantau aktivitas 

aparatur tiap-tiap desa.  

Oleh karena itu, terkait dengan tugas pengawasan yang semakin 

kompleks, maka perlu adanya perhatian atas kelengkapan peralatan kerja, 

                                                             
55 Wawancara dengan Bapak Drajat Cahyono, SE selaku Inspektur Pembantu wilayah IV 

8 Agustus 2022 
56 Wawancara Dengan Bapak Deddy Kurniawan, SE, MM, CRMO selaku ketua team dari 

wilayah Irban Wilayah 1 Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 8 Agustus 2022 
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khususnya laptop dan alat-alat pengawasan lapangan, peralatan laptop yang 

ada pada saat ini disamping jumlahnya yang kurang, juga usia laptop yang 

sudah sangat tidak representatif lagi. Kondisi ini tentu saja menghambat kinerja 

pegawai dalam melaksankan tugas pokok dan fungsinya sehingga sebagian 

besar pegawai menggunakan laptop dan printer milik pribadi. 

Tabel 11. Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi 

Keadaan per 31 Desember Tahun 2021 

No Uraian Kebutuhan 
Kondisi Kelebihan/ 

kekurangan Baik Rusak 

1 Loket Pelayanan 1 1 0 0 

2 Meja 47 40 7 0 

3 Komputer 15 10 0 5 

4 Laptop 47 10 37 0 

5 Kursi Putar Sandaran Tinggi 10 6 0 4 

6 Kursi Putar Sandaran Rendah 37 26 1 5 

7 Infocus 4 2 2 0 

8 Camera 6 1 2 3 

9 Scanner 6 1 3 2 

10 Printer 24 11 2 11 

11 Meja Rapat 3 Set 1 0 2 

12 Kursi Rapat 3 Set 1 0 2 

13 Ac 28 23 2 3 

14 Filling Cabinet 20 8 0 22 

15 Lemari Arsip 12 8 0 4 

16 Kipas Angin 4 2 0 2 

17 Speaker 4 2 1 2 

18 Televisi 6 2 0 4 

19 Brangkas 1 1 0 0 

Sumber: Pengurus Barang Milik Daerah Inspektorat Kabpaten Muaro Jambi. 

3. Anggaran  

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi baik swasta 

maupun publik tidak terlepas dari dukungan anggaran yang tersedia, karena 
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anggaran inilah yang akan membiayai semua kebutuhaan pelaksanaan 

tugas dan fungsi suatu organisasi. Karena anggaran di sektor publik 

digunakan untuk kepentingan publik, maka anggaran menjadi suatu hal 

yang perlu dievaluasi dan diberi masukan dengan hal tersebut, anggaran 

pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap seluruh program yang 

telah direncanakan untuk dapat dilaksanakan bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pada tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi mendapat 

alokasi dana Anggaran sebesar Rp.7.433.078.722,00. Dengan realisasi 

anggaran mencapai Rp.6.183.608.653,00 atau dengan serapan dana APBD 

mencapai 83,19%, . Dalam wawancara dengan Bapak H. Selamat, SE 

mengatakan bahwa: 

Terkait anggaran kita sudah punya standarisasi harga, dan ini sudah 

sesuai, misalnya dalam perjalanan dinas, disitu sudah ditentukan 

bahwa jumlah perhari pembiayaan perjalanan dinas berapa besar 

jumlahnya, namun terkait anggaran pengawasan terhadap 

keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat masih belum 

mencukupi.57 

Berkaitan dengan anggaran ini Bapak Deddy Kurniawan, SE, MM, CRMO 

selaku Inspektur Pembantu Wilayah I menyatakan:  

Faktor penghambat Kinerja Inspektorat itu ketersedian sarana dan 

prasarana yang seharusnya mendukung kinerja aparatur, jumlah 

personilnya dan keterbatasan anggaran yang membuat kurang 

menempatkan orang disini.58 

                                                             
57 wawancara dengan Bapak H. Selamat, SE selaku Inspektur Pembantu Wilaya III 8 

Agustus 2022 
58 Wawancara dengan Bapak Deddy Kurniawan, SE, MM, CRMO selaku inspektur 

Pembantu Wilayah I 
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Keterbatasan alokasi anggaran khususnya untuk alokasi belanja 

peningkatan kapasitas APIP (Biaya Pendidikan dan Pelatihan) sehingga 

tidak semua APIP mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan 

Kapasitas dan Kompetensi Keahliannya. 

Dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya inspektorat kabupaten 

muaro jambi yang ada belum optimal. Tingkat pemahaman dan 

pengetahuan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan berbeda-

beda sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan tentuya menjadi kendala 

pada saat menentukan rekomendasi. Kesempatan mengikuti diklat bagi 

pegawai masih terbatas dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas.  

4. Belum adanya reward dan punishment 

Dukungan Reward memberikan motivasi yang dapat memicu 

peningkatan kinerja, karena denga adanya reward ini memberikan suatu 

kenyamanan bagi para pegawai dimana mereka merasa dihargai dan diakui 

hasil kerjanya sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal.  Hal ini sependapata dengan 

apa yang dikatakan Mahsun yang menyebutkan bahwa tigkah laku yang 

dimiliki seseorang dapat dipengaruhi oleh adanya reward. Dari adanya 

reward, individu juga akan diarahkan untu melalukan aksi dan perilakunya 

dalam suatu pekerjaan di dalam tim.  

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Inspektorat 

Kabupaten Muaro Jambi selama ini tidak jelas dalam penerapan sistem 

reward dan punishment  bagi aparatur untuk memberikan hasil terbaik 



66 
 

 

mengenai kinerjanya dari waktu ke waktu, yang ada pegawai memiliki 

motivasi yang lemah dan memberikan kinerja optimal.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hasil pengukuran Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi dalam 

Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dilihat dari beberapa indikator kriteria 

pengukuran Kinerja. Secara kuantitas Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro 

Jambi telah menghasilkan capaaian program sesuai target yang rencanakan, 

dimana dalam persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti ditargetkan 

sebesar 85% adapun capaian realisasi pada tahun 2001 sebesar 85,40% atau 

dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,47%. Selain itu indeks kepuasan 

masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat mencapi nilai 88 

dari target 78,2. Dari kriteria kualitas Inspektorat hanya dapat mencapai 

kapabilitas APIP pada level 2 belum sesuai dengan target standar nasional, 

dimana agar kapabilitas APIP disetiap kementerian/lembaga/pemerintah 

daerah berada pada level 3 (integrated). Dari kriteria ketepatan waktu, 

inspektorat belum tepat waktu dalam penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) sesuai waktu yang telah diperhitungkan sesuai SOP Inspektorat yaitu 14 

hari. 

2. Faktor-faktor penghambat Kinerja Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi dalam 

Pengawasan Pegelolaan Dana Desa. 

a. Sumber daya manusia yang jumlahnya belum mencukupi jika dibandingkan 

dengan obyek pengawasan yang cukup luas, selain itu juga belum mencapai 

target sesuai dengan standar obyek pengawasan Kabupaten Muaro Jambi. 



 

 

b. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam mendukung kinerja 

Inspektorat, baik transfortasi yang kurang maupun peralatan seperti laptop 

atau komputer sehingga mengharuskan para aparatur menggunkan fasilitas 

pribadi. 

c. Masih kurangnya anggaran yang ada, sehingga dapat mempengaruhi 

perkembangan kompetensi SDM  khususnya untuk alokasi belanja 

peningkatan kapasitas APIP (biaya pendidikan dan pelatihan) sehinga tidak 

semua APIP mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan Kapasitas dan 

Kompetensi keahliannya.  

d. Tidak jelasnya penerapan reward  dalam sistem kerja oleh pimpinan 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi perlu membuat PKPT (Program Kerja 

Pengawas Tahunan) yang efektif dan efisien, sehingga waktu pemeriksaan 

dapat dioptimalkan. 

2. Mengikutsertakan pegawai APIP pada diklat/bimtek teknis pengawasan baik 

yang dilaksanakan di kabupaten, provinsi maupun pusat, dengan mingkatkan 

dukungan dana pendidikan dan pelatihan APIP. 

3. Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi perlu menambahkan jumlah anggota pada 

setiap pengawas. Agar pemeriksaan dapat berjalan secara menyeluruh, 

mengingat waktu proses pemeriksaan yang singkat dan jumlah desa yang 

banyak. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan 

masalah pada penelitian yang berjudul “Kinerja Inspektorat Daerah Dalam 

Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Muaro Jambi”. Berikut daftar 

pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana Kinerja 

Inspektorat Daerah dalam pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupate Muaro 

Jambi. 

1. Apakah menurut (inspektorat) pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat 

telah berjalan dengan baik untuk menekan penyalahgunaan Dana Desa 

Terhadap Dana Desa? 

2. Bagaimana mekanisme inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap dana 

Desa di lapangan? 

3. Apakah setiap laporan dibuat sesuai dengan ketentuan? 

4. Bagaimana inspektorat dapat mengetahui bahwa laporan yang dibuat 

dimanipulasi atau tidak? 

5. Apakah inspektorat selalu mendapatkan temuan ? 

6. Menurut inspektorat apakah mereka sengaja atau memang tidak mengerti 

membuat laporan? 

7. Apa saja yang harus dipersiapkan jika inspektorat melakukkan pemeriksaan 

dana desa? 

8. Setiap kapan pemeriksaan dana desa itu dilakukan? 

9. Apakah proses pemeriksaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku ? 

10. Adakah kendala atau hambatan saat dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat, 

jika ada apa saja dan bagaimana solusinya ? 

11. Bagaimana jika ada indikasi penyelewengan dana desa, apakah ada pengusutan 

? dan bagaimana proses pengusutan itu dilakukan? 

12. Siapa saja yang melaksanakan proses pengusutan tersebut ? 

13. Apakah ada kegiatan mmonitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 

inspektorat ? 
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14. Apa saja kegiatan yang dilakukan selama monitoring dan evaluasi ? 

15. Siapa yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan 

pengawasan tersebut ? 

16. Berapa kali frekuensi kegiatan onitorin dan evaluasi dilakukan ? 

17. Adakah kendala atau hambatan yang dihadapi saat melaksanakan monitoring 

dan evaluasi ? jika ada apa saja dan bagaimana solusinya ? 

18. Apakah ada hasil alporan dari pengawasan tersebut ? 

19. Kapan hasil laporan pengawasan itu dilakukan ? 

20. Adakah kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menyusun hasil laporan 

pengawasan? 

21. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut ? 
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